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PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang :

Mengingat

1.

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024,

Pasal 18 ayat (b) Undanpg-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48735).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomaor 6856];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persefujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belaang Mongondow Timur.

2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
Pemernintahan yvang menjadi kewenangan Daerah otonom,

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdir atas:

a. Pendapatan Dacrah;
b. Belanja Daerah; dan
¢. Pembiayaan Daerah.



Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
direncanakan sebesar Rp541.255.076.184,00 (lima ratus empat
puluh satu miliar tga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh enam

ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang diperoleh dari:

a. pendapatan ashi Dacrah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(1)

(2]
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Pazal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan secbesar Rp22.734.434.747 .00 (dua
puluh dua muliar tujuh ratus figa puluh empat juta empat ratus
tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah),
vang terdiri dari:

a. pajak Dacrah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayvaan Daerah yang dipisahkan: dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl7.651.197.806,00 (tujuh belas miliar
enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh
ribu delapan ratus enam rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp2.207.268.309,00 (dua miliar dua
ratus tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus
sembilan rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah vyang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rpl1.409.788.093,00 [satu miliar empat ratus sembilan
juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh
tiga rupiah].

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl d adalah lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
direncanakan sebesar Rpl.466.180.539,00 (satu miliar empat



(1)

(2]
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(1)
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ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh rnibu lima

ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp512.583.858.443,00 (ima
ratus dua belas miliar ma ratus delapan pulub tiga juta
delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat
puluh tiga rapiah), vang terdiri dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antardaerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a  direncanakan  sebesar
Rp492.343.765.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar
tiga ratus empat puluh tiga juta tajuh ratas enam puluh lima
ribu rupiah).

Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.240.093.443,00
{dua puluh milar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh
tiga ribu empat ratus empal puluh liga rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Fasal 3 huruf e direncanakan sebesar

Rp6.036.762,994,00 (enam miliar tiga puluh enam juta tujuh

ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh

empat rupiah), vang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana darural; dan

c. lam-lain pendapatan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). /?



(3] Dana darurat sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp6.036.782.994.00 (enam
miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu
sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah}.

Pasal 7

Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesar Rp550.270. 627 432,00 (lima ratus lima puluh
miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh
tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

¢. belanja tidak terduga; dan

d

belama transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufl a
direncanakan sebesar Rp407.068.156.571,00 [empat ratus
tujuh miliar enam puluh delapan juta seratus delapan puluh
enam ribu lima ratus tujuh puluh satm rupiah), yang terdiri
atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jass;
c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2] Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp239.644.438.023 .00 ([dua ratus tiga
puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta
empat ratus tiga puluh delapan nbu dua puluh tiga rupiah).

f
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Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b direncanakan sebesar Rpl358.724.862.528,00 (seratus
tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta
delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh
delapan rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp0,00 [nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 [nol rupiahj.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf @
direncanakan sebesar Rp27.242.886.020,00 (dua puluh tujuh
miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan
puluh enam ribu dua puluh rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ direncanakan sebesar Rpl.456.000.000,00 (satu miliar

empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ huruf b
direncanakan sebesar Rp43.613.722.849,00 {empat puluh tiga
miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua
ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri

dari:

a. belanja modal tanah;

h. belanja modal peralatan dan mesin;

¢. belanja modal gedung dan bangunan,

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
¢. belanja modal aset telap lainnya; dan

. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a direncanakan sebesar Rps24.000.000,00 (lima ratus
dua puluh empat juta rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf b  direncanakan  sebesar
Rp5.419.050.704,00 (bma miliar empal ratus sembilan belas
juta lima puluh ribu tajuh ratus empat rupiah).
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Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  huruf ¢  direncanakan  sebesar
Rp7.838.862.279,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh
delapan juta delapan ratus enam puluh dua nibu dus ratus
tujuh puluh sembilan rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp29.566.553.270,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus
enam puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua
ratus tujuh puluh rupahj.

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayal 1} huruf ¢ direncanakan sebesar Rp265.256.596,00 (dua
ratus enam puluh hima juta dua ratus ima puluh enam ribu
lima ratus sembilan puluh enam rupiah rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupah|.

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
¢ direncanakan sebesar Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiahl.

(1)

(2]

Paszal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan scbesar Rp98.097.718.012,00 [sembilan puluh
delapan miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan
belas ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bag hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bag hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rpl.985.846.612,00 (satu miliar
sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat

puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).



(3]

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.111.871.400,00

(sembilan puluh enam miliar seratus sebelas juta delapan ratus
tujuh puluh satu nbu empat ratus rupiah).

Pazal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul c
terdiri atas:

L.
b.

(1}

(2}

(3)

4

penerimaan pembiayaan Daerah; dan
pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp8.924.551.248,00

[delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus

lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah],

yang terdin atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya,

=)

pencairan dana cadangan;
hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman Daerah;

penerimaan Kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

o T+ S - P

penerimaan  pembiayaan lainnya sesual  dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa  lebih  perhitungan anggaran tahun  anggaran
scbelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harafl a
direncanakan sebesar RpB8.924.551.248 00 (delapan miliar
sembilan ratus dua puluh empal juta lima ratus lima puluh
satu ribu dua ratus empat puluh delapan rapiahj.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Hasil penjualan  kekayaan Dacrah  yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiahl. ﬁ'
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Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 [nol rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 [nol

rupiah), vang terdin atas:

a. pembentiukan dana cadangan;

b. penyertaan modal Daerah;

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
pemberian pinjaman Daerah; dan

e, pengeluaran pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiahj.

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rpl,00 [nol rupah].

Pembavaran cicilan pokok utang vyang jatuh tempo

scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huraf ¢ direncanakan

sebesar Rp0,00 {nol rumah).

Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pengeluaran pembiavaan lainnya sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sehesar Rp0,00 (nol rupiah).

/
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Pasal 15

Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp8.024 551.248,00
(delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus
lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah|.
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp8.924 551.248 00 |delapan miliar sembilan ratus
dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu nbu dua ratus
empat puluh delapan rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk Keperluan mendesak,
Pemerintah Dacrah dapat melakukan pengeluaran yvang belum
tersedia anggarannya dan/atau Pengeluaran melebihi pagu
yvang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupat
tentang Penjabaran APBD dan pemberitanuan kepada
pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah, selanjuinya
dimasukkan dalam perubahan APED atau ditampung dalam
laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak
melakukan perubahan APBD.

Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapal mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1)

mehpuati;

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakal yvang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifal mengikat dan belanja vang

bersilat wajilby; f



c. pengeluaran Daerah vang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Dacrah ini yang terdin atas:

a.

Lampiran | memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiavaan;
Lampiran 1l memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
Lampiran III memuat rincian APBD  menurut  wrusan
pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belama, dan
pembiayaan;

Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian
menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan serta target dan indikator;

Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan
standar pelayanan minimal;

Lampiran VII memuatl sinkronisasi program pada rencana
pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;

. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub

kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas
dan plafon anggaran sementara dengan APBD;

Lampiran [X memuat sinkronisasi program priorftas nasional
dengan program prioritas Daerah;

Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan; /f



k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;

=
1

Lampiran XIl memuat daftar penyertaan modal Daerah dan

investasi Daerah lainnya;

m. Lampiran X[l memuat daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;

n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun jamalk;
Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan

p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tabun Anggaran

/

2024, diatur dengan Peraturan Bupati,



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten HBolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuvan
pada tanggal 20 Desember 2023

A BRLAANG MONGONDOW TIMUR,/f

Diundangkan di Tutuyan
pada tangegal 29 Desember 2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA : 7 /W.HI/ 2023

Salinan Sesual Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN

SOEHANDRIE M TOWIDLWJOJIO, SH
NIP 19711203 200604 1 003
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUFPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang
Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 ayat (4)
dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajulan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada dewan perwakilan
rakyvat Dacrah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Peraturan Daerah tentang APBD vang diajukan merupakan
perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 vang
dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan
plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah
dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

APED merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan
dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan Daerah secara
optimal, transparan dan akuntabel seria disusun berdasarkan ketentuan

perundang-undangan vang berlaku.

il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5



Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasgal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas,
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Culaup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

Pazal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN

LEMBARAN

TIMUR NOMOR 98

DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

/



LAMPIRAN |
PERATURAN DAERAH KAS, BOLAANG MONGONICHW TIMUR
HOMOR 7 TAHLUN R
TEMNTANG ANGGARAN PENDWPATAN DAN BELANI DAERAH
o THHUIN ANGGARAN 2024
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
RINGHASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS! MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAY AAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URALLN i JUMLAH [Rp)
1 2 3
fa PENDAPATAN DAERAM o
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22.734.434.747,00
41,01 Pajak Dierah 17659197 B06,00 |
4103 Ritritmsi Dimarah 2007 268 305,00
41,00 Hasil Prangelkdasn Kekayaan Caemsh yang Dipsahian 4005 785.093,00
atge Lamn-mn PAD yang San 1,466 180.539,00
41 PENDAPATAN TRANSFER 612 563858, 443,00
i 4.2.0M Pendapatan Transfer Pemerintah Pusal 4832 343, a5, 000, 00
e Pancapatan | rnsfer Ants: Ciersh 21240093 443,00
.3 LAIN-LAIN PERDAPATAN DAERAH YANG SAH 600678293400
4303 Lain-igin Prriapeter Seu denge Kskenkisr Parabirn Panindang lindingan {50036 782 934,00
Jumiah Fendagatan 541.35%5 076 184,00
5 RELANJA DAERAH i
5.1 BELANJA OPERASI 407 DEBS.186.571,00 |
! 510 Besanjs Pegawai 290 B4 A 023,00 |
| B Betanja Barang dan Jass I8 724 BED 520,00 |
51,08 Beanja Hiah 27 242 B8 120,00
6.1.06 Babanjy Gantuan Soaal 1 4580000, 000,04
52 BELANIA MODAL 59172 800,00 |
H2.0 Balang Modal Tanan 24, 000, 000,00
5208 Blarg Mocal Peraasan dan Mesin 5419.000 T04.00 |
| 5208 Belangs Modal Gedung dan Bangunan 730,862 370,00 |
5204 Belanis Modal Jalan, Jaringan, dan kigasi 20.566.553.270,00
5205 Belanjs Modal Aset Tatap Lasnya 265,256 596,00
| 83 BELAMJA TIDAK TERDUSA 1500.000.006.00
| 53.00 Bedania Tictak Terdugs 1.500.000,000,00
| 54 BELANJA TRANSFER 98,097.718.012,00
| B4.00 Balanja Eagl Hasl 1 98 BB £12.00
I 54,00 | e —— 56,111,671.400.00
i Jumizsh Belanja S50.279, 617 432,00
Total Surplusi|Def=it] -H.024.551 248,00
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KODE URALAN AULAH {Fg|
| z 3
ML FEMBIAYAAN OACRAH -
&t PEMERIMAAN PEMBIAYALN B2 551 240,00
LA Sing Lebsh Perdlungss Angperen Teben Setslumge u.m&mzu:;,
durmilah Pengeluares Pemésaraan 0,00
Pemblaysan Neila E.924.551 244,00
I Sma Lt Parmbiarysan Arggaran Dwerat Tahus Bareersan (SILPA] 100

}



